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Abstrak    

Penelitian ini menganalisis pengaruh pemotongan wajib pajak atas pembayaran zakat di 

Indonesia dari perspektif kebijakan fiskal. Kebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2010, memberikan insentif bagi wajib pajak Muslim untuk 

memenuhi kewajiban zakat sekaligus pajak, meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan zakat 

nasional. Namun, data menunjukkan rendahnya pemanfaatan insentif ini, dengan hanya 47.371 

wajib pajak karyawan yang memanfaatkannya pada 2018. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk mengukur dampak 

pemotongan pajak, tingkat kesadaran zakat, dan kebijakan fiskal terhadap kepatuhan 

pembayaran zakat dan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pemotongan pajak berpengaruh 

signifikan, tetapi rendahnya literasi dan kompleksitas administratif menjadi hambatan utama. 

Kata Kunci: Pemotongan Pajak, Pembayaran Zakat, Kebijakan Fiskal 

 

Abstract  

This study analyzes the impact of mandatory tax deductions on zakat payments in Indonesia 

from a fiscal policy perspective. This policy, stipulated in Government Regulation No. 60 of 

2010, provides incentives for Muslim taxpayers to fulfill their zakat and tax obligations, 

increasing national zakat compliance and collection. However, data shows low utilization of 

this incentive, with only 47,371 employee taxpayers taking advantage of it in 2018. This study 

uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis to measure the impact of 

tax deductions, zakat awareness levels, and fiscal policy on zakat and tax compliance. The 

results show that tax deductions have a significant impact, but low literacy and administrative 

complexity are the main obstacles. 

Keywords: Tax Deductions, Zakat Payments, Fiscal Policy 

 

PENDAHULUAN 

Pemotongan Wajib Pajak atas 

Pembayaran Zakat di Indonesia memiliki 

dampak positif terhadap kepatuhan dan 

motivasi membayar zakat. Kebijakan 

pemerintah tentang wajib pajak 

mendapatkan potongan ketika mereka 

melakukan pembayaran zakat, kebijkan ini 

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 

60 Tahun 2010 tentang Zakat atau 

Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto, hal ini memberikan insentif bagi wajib 

pajak Muslim untuk memenuhi kewajiban 
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zakat sekaligus pajak mereka, sehingga 

meningkatkan pengumpulan zakat nasional. 

Mengutip dari media online DDTC News 

yang terbit pada tanggal 23 februari 2021, 

Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak 

Penghasilan Badan Direktorat Peraturan 

Perpajakan II Wahyu Santosa mengatakan 

wajib pajak orang pribadi belum banyak 

memanfaatkan insentif zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak, hal itu 

tersebut berdasarkan data Baznas. Realisasi 

penerimaan Baznas pada 2018 mencapai 

Rp8,1 triliun dan dalam bentuk zakat Rp4,9 

triliun. “Pada tahun itu, terdapat 5 juta orang 

yang menjadi pembayar zakat melalui 

Baznas, Wajib pajak orang pribadi karyawan 

yang memanfaatkan zakat pada 2018 hanya 

47.371. Jadi belum banyak yang melaporkan 

zakat dalam SPT sebagai pengurang 

penghasilan bruto. Dari 5 juta tadi hanya 47 

ribuan yang memanfaatkan," katanya dalam 

Sosialisasi Baznas. Masih sedikit pekerja 

muslim memanfaatkan insentif zakat sebagai 

pengurangan beban pajak dalam SPT 

tahunan, hal ini dibuktikan oleh Farhatun 

Nisa, Agus Puji Priyono , Anggraeni 

Dwijayanti dalam jurnalnya yang berjudul 

“Peran Zakat dalam Kebijakan Pemotongan 

Pajak: Evaluasi Implementasi dan 

Tantangan di Lembaga Amil Zakat” dalam 

jurnalnya menyebutkan pihak LAZ tidak 

memiliki data pasti mengenai persentase 

muzakki yang memanfaatkan hak ini karena 

keputusan tersebut tergantung pada 

kesadaran dan inisiatif masing-masing 

muzakki. Namun terdapat indikasi bahwa 

beberapa muzakki, terutama yang berprofesi 

sebagai dokter, secara aktif memanfaatkan 

zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. 

Fenomena ini menunjukkan adanya 

kesenjangan dalam pemahaman dan 

pemanfaatan fasilitas perpajakan yang 

diberikan oleh negara. Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) mencatat realisasi 

pengumpulan dana zakat di 

Indonesia mencapai Rp14 triliun pada 2021. 

Jumlah ini hanya sekitar 4,28 persen dari 

proyeksi potensi zakat di dalam negeri 

mencapai Rp327 triliun, dikutip dari media 

online CNN Indonesia. Dengan demikian 

perlu adanya peningkatan sosialisasi dari 

LAZ atau BAZNAS sendiri kepada 

masyarakat bahwa zakat bisa mengurangi 

pajak dan memberikan fasilitas khusus untuk 

mendapatkan NPWZ bagi Masyarakat. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam menganalisis pengaruh 

pemotongan wajib pajak atas pembayaran 

zakat di Indonesia, diperlukan pemahaman 

mendalam tentang berbagai aspek teoretis 

dan empiris. Kajian literatur ini akan 

mengeksplorasi tiga dimensi utama: teori 

pemotongan pajak, konsep pembayaran 
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zakat, dan kebijakan fiskal, beserta 

interkoneksi di antaranya. 

Teori Pemotongan Pajak 

Mardiasmo (2018) mendefinisikan 

pemotongan pajak sebagai mekanisme 

pengurangan beban pajak yang dilegitimasi 

melalui peraturan perpajakan. Dalam 

konteks ini, Soemitro (2019) 

mengembangkan kerangka teoretis yang 

menjelaskan bahwa efektivitas sistem 

pemotongan pajak bergantung pada tiga 

elemen kunci: kejelasan regulasi, 

kemudahan implementasi, dan manfaat yang 

dirasakan wajib pajak. 

Gunadi (2020) melalui penelitian 

empirisnya mengungkapkan bahwa integrasi 

sistem pemotongan pajak dengan instrumen 

keuangan syariah, khususnya zakat, telah 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

Muslim sebesar 23% dalam periode 2018-

2020. Temuan ini diperkuat oleh Suandy 

(2021) yang mengidentifikasi lima faktor 

kunci kesuksesan implementasi pemotongan 

pajak: 

• Transparansi mekanisme pemotongan  

Transparansi berarti bahwa wajib 

pajak memiliki akses yang jelas dan lengkap 

tentang bagaimana proses pemotongan 

dilakukan, termasuk besarnya jumlah yang 

dipotong, dasar hukum pemotongan, dan ke 

mana dana tersebut dialokasikan. Dengan 

transparansi, wajib pajak lebih percaya 

terhadap sistem, sehingga meningkatkan 

kepatuhan mereka. 

• Kemudahan prosedur administratif  

Sistem yang sederhana dan mudah 

dipahami mendorong wajib pajak untuk 

mengikuti proses tanpa merasa terbebani. 

Hal ini mencakup proses pendaftaran, 

pelaporan, dan pembayaran yang tidak 

memerlukan langkah yang rumit. 

• Kepastian hukum  

Kepastian hukum melibatkan adanya 

aturan yang jelas, konsisten, dan dapat 

ditegakkan mengenai mekanisme 

pemotongan pajak dan integrasi dengan 

zakat. Wajib pajak perlu diyakinkan bahwa 

tidak ada perubahan mendadak yang dapat 

membingungkan atau merugikan mereka. 

• Sosialisasi yang efektif  

Upaya untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, 

atau kampanye publik mengenai manfaat 

integrasi pajak dan zakat serta langkah-

langkah yang harus diikuti. Sosialisasi ini 

juga harus menyasar berbagai segmen 

masyarakat secara strategis. 

• Sistem monitoring yang terintegrasi 

Sistem pengawasan yang baik 

memastikan bahwa mekanisme pemotongan 

dilakukan sesuai aturan, dana yang dipotong 
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disalurkan dengan benar, dan kinerja sistem 

secara keseluruhan dapat dievaluasi secara 

berkala. 

Konsep Pembayaran Zakat 

Qaradawi (2018) menguraikan 

kompleksitas zakat sebagai instrumen 

finansial Islam yang memiliki dimensi 

spiritual dan sosio-ekonomi. Dalam 

analisisnya, zakat tidak hanya berfungsi 

sebagai kewajiban religius tetapi juga 

berperan sebagai mekanisme redistribusi 

kekayaan yang efektif. 

Hafidhuddin (2019) mengembangkan 

model teoretis integrasi zakat-pajak yang 

mengidentifikasi tiga level integrasi: 

• Level Konseptual: harmonisasi 

definisi dan basis penghitungan 

Model ini menekankan pentingnya 

harmonisasi definisi dan standardisasi 

perhitungan antara zakat dan pajak. 

Misalnya, dalam konteks zakat penghasilan, 

model ini mengusulkan penyesuaian periode 

perhitungan zakat agar sejalan dengan tahun 

pajak, serta penyelarasan konsep nisab zakat 

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Hal ini bertujuan menciptakan 

keselarasan konseptual yang memudahkan 

wajib pajak Muslim dalam memenuhi kedua 

kewajiban tersebut. 

• Level Operasional: standardisasi 

mekanisme pembayaran dan 

pelaporan 

Model ini mengadvokasi 

pengembangan sistem pembayaran 

terintegrasi yang memungkinkan 

pembayaran zakat dan pajak dilakukan 

melalui satu platform. Sistem ini didukung 

dengan mekanisme pelaporan yang 

terstandarisasi, di mana bukti pembayaran 

zakat dapat secara otomatis diakui dalam 

perhitungan pajak. Sebagai contoh, ketika 

seorang muzakki membayar zakat melalui 

lembaga resmi, sistem secara otomatis akan 

menghasilkan bukti pembayaran yang dapat 

digunakan untuk pengurangan pajak 

penghasilan. 

• Level Institusional: sinkronisasi 

database dan sistem informasi 

Model ini menekankan pentingnya 

sinkronisasi database antara lembaga 

pengelola zakat dengan otoritas pajak. 

Misalnya, ketika seorang wajib pajak 

Muslim membayar zakat melalui BAZNAS 

atau LAZ resmi, informasi pembayaran 

tersebut secara otomatis terintegrasi dengan 

database Direktorat Jenderal Pajak, sehingga 

memudahkan proses verifikasi dan 

pengurangan pajak. 

Beik (2020) melakukan studi empiris 

yang menunjukkan korelasi signifikan 
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(r=0.78) antara kemudahan pembayaran 

zakat dengan tingkat kepatuhan pembayaran 

pajak. Penelitian ini juga mengungkapkan 

bahwa muzakki yang memanfaatkan 

fasilitas pengurangan pajak memiliki tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi (satisfaction 

index: 4.2/5.0) dibandingkan yang tidak 

memanfaatkannya. 

Kebijakan Fiskal 

Mankiw (2019) menekankan urgensi 

harmonisasi instrumen fiskal dalam 

mencapai stabilitas ekonomi makro. Dalam 

konteks Indonesia, Nasution (2020) 

mengidentifikasi empat dampak positif 

integrasi kebijakan fiskal dengan instrumen 

zakat: 

• Peningkatan basis penerimaan negara 

Dalam konteks Indonesia, integrasi 

zakat ke dalam sistem perpajakan telah 

memberikan dampak positif terhadap 

perluasan basis penerimaan negara. Ketika 

wajib pajak Muslim memiliki opsi untuk 

mengintegrasikan pembayaran zakat mereka 

dengan kewajiban pajak, hal ini 

menciptakan sistem yang lebih transparan 

dan terstruktur. Pembayar zakat yang 

sebelumnya mungkin ragu untuk membayar 

pajak karena merasa sudah menunaikan 

zakat, kini memiliki mekanisme legal untuk 

mengakui kedua pembayaran tersebut. 

Sistem terintegrasi ini juga membantu 

pemerintah dalam melacak dan mencatat 

penerimaan dengan lebih akurat, 

memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif tentang potensi penerimaan 

negara dari sektor zakat dan pajak. 

• Optimalisasi fungsi redistribusi 

Fungsi redistribusi mengalami 

peningkatan efektivitas melalui integrasi 

zakat dalam sistem fiskal. Sebagai instrumen 

redistribusi kekayaan dalam Islam, zakat 

memiliki mekanisme yang telah terbukti 

efektif dalam menyalurkan dana dari 

kelompok mampu kepada yang 

membutuhkan. Ketika diintegrasikan 

dengan sistem fiskal modern, dampak 

redistributifnya menjadi lebih optimal. 

Program-program pengentasan kemiskinan 

pemerintah mendapat dukungan tambahan 

dari penyaluran zakat yang terstruktur, 

menciptakan sistem redistribusi yang lebih 

komprehensif dan tepat sasaran. Misalnya, 

database penerima zakat dapat 

diintegrasikan dengan data penerima 

bantuan sosial pemerintah untuk 

memastikan distribusi yang lebih merata dan 

menghindari tumpang tindih. 

• Penguatan stabilitas ekonomi 

Zakat berperan sebagai stabilisator 

ekonomi yang efektif ketika diintegrasikan 

dalam sistem fiskal. Dalam masa 
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pertumbuhan ekonomi yang baik, zakat 

membantu mencegah akumulasi kekayaan 

yang berlebihan pada sekelompok kecil 

masyarakat. Sebaliknya, saat ekonomi 

mengalami tekanan, penyaluran zakat 

membantu mempertahankan daya beli 

kelompok rentan, menciptakan jaring 

pengaman sosial yang efektif. Mekanisme 

ini secara alami mendukung stabilitas 

ekonomi makro dengan menjaga 

keseimbangan distribusi kekayaan dan 

mempertahankan tingkat konsumsi 

minimum masyarakat. Misalnya, selama 

pandemi COVID-19, penyaluran zakat telah 

membantu banyak keluarga 

mempertahankan tingkat konsumsi dasar 

mereka. 

• Efisiensi administrasi perpajakan 

Integrasi sistem administrasi zakat 

dengan perpajakan membawa peningkatan 

efisiensi yang signifikan. Penggunaan 

sistem informasi terintegrasi memungkinkan 

otomatisasi berbagai proses yang 

sebelumnya dilakukan secara manual. 

Database muzakki dapat disinkronkan 

dengan database wajib pajak, memudahkan 

proses verifikasi dan validasi. Sistem 

pembayaran terpadu mengurangi 

kompleksitas administratif bagi pembayar 

zakat dan pajak. Pelaporan terstandarisasi 

membantu mengurangi kesalahan dan 

meningkatkan akurasi pencatatan. Sebagai 

contoh, ketika seorang muzakki membayar 

zakat melalui lembaga resmi, bukti 

pembayaran dapat secara otomatis tercatat 

dalam sistem perpajakan, mengurangi beban 

administratif dan meminimalkan risiko 

kesalahan pencatatan. 

Karim (2021) mengembangkan model 

ekonometrik yang menunjukkan bahwa 

setiap 1% peningkatan pengumpulan zakat 

yang terintegrasi dengan sistem perpajakan 

berkontribusi pada: 

• Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 

0.3% 

Dampak terhadap Tingkat Kemiskinan 

Model menunjukkan elastisitas kemiskinan 

terhadap zakat sebesar 0.3, artinya: Setiap 

kenaikan 1% pengumpulan zakat 

menurunkan kemiskinan 0.3%. 

Contoh perhitungan dengan tingkat 

kemiskinan awal 9.71%:  

a. Jika pengumpulan zakat naik 

5%: 9.71% - (5 × 0.3%) = 8.21% 

b. Pengumpulan zakat naik 10%: 

9.71% - (10 × 0.3%) = 6.71% 

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0.15% 

Dampak terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Model menunjukkan elastisitas 

pertumbuhan terhadap zakat sebesar 0.15, 
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artinya: Setiap kenaikan 1% pengumpulan 

zakat meningkatkan pertumbuhan 0.15% 

Contoh perhitungan dengan 

pertumbuhan awal 3.69%:  

a. Jika pengumpulan zakat naik 

5%: 3.69% + (5 × 0.15%) = 

4.44% 

b. Jika pengumpulan zakat naik 

10%: 3.69% + (10 × 0.15%) = 

5.19% 

• Perbaikan rasio gini sebesar 0.02 poin 

Dampak terhadap Rasio Gini Model 

menunjukkan elastisitas Gini terhadap zakat 

sebesar 0.02, artinya: Setiap kenaikan 1% 

pengumpulan zakat menurunkan Gini 0.02 

poin 

Contoh perhitungan dengan Gini awal 

0.384:  

a. Jika pengumpulan zakat naik 

5%: 0.384 - (5 × 0.02) = 0.284 

b. Jika pengumpulan zakat naik 

10%: 0.384 - (10 × 0.02) = 0.184 

Interkoneksi dan Implementasi 

Ascarya dan Yumanita (2018) 

mengembangkan kerangka analitis yang 

mengintegrasikan ketiga aspek di atas. 

Penelitian mereka mengidentifikasi lima 

faktor kunci keberhasilan implementasi: 

1. Harmonisasi regulasi zakat dan 

pajak 

Harmonisasi regulasi merupakan 

landasan fundamental dalam integrasi 

sistem zakat dan pajak di Indonesia. 

Proses ini melibatkan penyelarasan 

berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan zakat 

dan perpajakan untuk menciptakan 

kerangka hukum yang koheren dan 

komprehensif. Misalnya, UU Zakat 

perlu diselaraskan dengan UU 

Perpajakan untuk mengatur 

mekanisme pengurangan zakat dari 

penghasilan kena pajak. Harmonisasi 

ini juga mencakup standardisasi 

prosedur pelaporan dan dokumentasi 

yang diperlukan untuk pengakuan 

pembayaran zakat dalam sistem 

perpajakan. Dengan regulasi yang 

harmonis, para wajib pajak Muslim 

mendapatkan kepastian hukum dalam 

memenuhi kewajiban zakat dan pajak 

mereka secara terintegrasi. 

2. Modernisasi sistem administrasi 

terintegrasi 

Modernisasi sistem administrasi 

mencerminkan upaya pembaruan dan 

peningkatan efisiensi dalam 

pengelolaan zakat dan pajak. Sistem 

administrasi terintegrasi 

memungkinkan pertukaran data dan 

informasi secara real-time antara 
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lembaga pengelola zakat dan otoritas 

perpajakan. Dalam praktiknya, ini 

berarti ketika seorang muzakki 

membayar zakat melalui lembaga 

resmi, informasi pembayaran tersebut 

dapat langsung tercatat dan diakui 

dalam sistem perpajakan. Modernisasi 

ini juga meliputi standardisasi format 

pelaporan, simplifikasi prosedur 

administratif, dan pengembangan 

sistem tracking yang memungkinkan 

transparansi dan akuntabilitas yang 

lebih baik. 

3. Penguatan kapasitas kelembagaan 

Faktor ini berfokus pada 

peningkatan kemampuan dan 

profesionalisme lembaga-lembaga 

yang terlibat dalam pengelolaan zakat 

dan pajak. Penguatan kapasitas 

kelembagaan meliputi pengembangan 

sumber daya manusia, perbaikan 

struktur organisasi, dan peningkatan 

sistem manajemen. Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) perlu 

meningkatkan kompetensi staf mereka 

dalam pengelolaan zakat modern, 

pemahaman sistem perpajakan, dan 

penggunaan teknologi informasi. 

Penguatan ini juga mencakup 

pengembangan Standard Operating 

Procedures (SOP) yang jelas dan 

sistem monitoring evaluasi yang 

efektif. 

4. Peningkatan literasi public 

Literasi publik menjadi kunci 

penting dalam keberhasilan integrasi 

zakat dan pajak. Program peningkatan 

literasi bertujuan meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang 

kewajiban zakat dan pajak, serta 

manfaat dari sistem terintegrasi. Ini 

meliputi edukasi tentang cara 

menghitung zakat dan pajak, prosedur 

pembayaran, dan mekanisme 

pemanfaatan fasilitas pengurangan 

pajak atas pembayaran zakat. Program 

literasi dapat dilakukan melalui 

berbagai media, workshop, seminar, 

dan kampanye publik yang 

menjangkau berbagai lapisan 

masyarakat. Peningkatan literasi juga 

mencakup pemahaman tentang 

dampak sosial-ekonomi dari 

pembayaran zakat dan pajak terhadap 

pembangunan nasional. 

5. Optimalisasi peran teknologi 

informasi 

Teknologi informasi berperan 

sebagai enabler dalam integrasi sistem 

zakat dan pajak. Optimalisasi 
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teknologi mencakup pengembangan 

platform digital yang memungkinkan 

pembayaran dan pelaporan zakat-

pajak secara terintegrasi, sistem 

database terpadu, dan aplikasi mobile 

yang memudahkan akses masyarakat. 

Teknologi juga memungkinkan 

otomatisasi berbagai proses 

administratif, analisis data untuk 

pengambilan keputusan, dan 

monitoring real-time atas 

pengumpulan dan distribusi zakat. 

Penggunaan teknologi blockchain, big 

data analytics, dan artificial 

intelligence dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

zakat dan pajak. 

Kelima faktor ini saling terkait dan 

mendukung satu sama lain. Keberhasilan 

implementasi sistem terintegrasi 

membutuhkan pendekatan holistik yang 

mempertimbangkan semua aspek tersebut. 

Misalnya, harmonisasi regulasi perlu 

didukung oleh sistem administrasi modern 

dan teknologi informasi yang memadai. 

Demikian pula, peningkatan literasi publik 

akan lebih efektif jika didukung oleh 

kelembagaan yang kuat dan teknologi yang 

user-friendly. Pengalaman di berbagai 

daerah menunjukkan bahwa ketika kelima 

faktor ini diimplementasikan secara 

terkoordinasi, tingkat kepatuhan 

pembayaran zakat dan pajak meningkat 

signifikan. 

Rahman (2022) melakukan studi 

komparatif di beberapa negara Muslim dan 

menemukan bahwa Indonesia memiliki 

potensi besar dalam mengoptimalkan 

integrasi zakat-pajak, dengan estimasi 

potensi zakat mencapai 3.4% dari PDB. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk menganalisis pengaruh 

pemotongan wajib pajak atas pembayaran 

zakat di Indonesia dari perspektif kebijakan 

fiskal. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur 

hubungan kausal antara variabel-variabel 

utama dan tingkat kepatuhan pembayaran 

zakat dan pajak, menggunakan data sekunder 

dari laporan resmi dan publikasi media. 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain 

korelasional dengan analisis regresi linier 

berganda untuk menguji hipotesis bahwa 

pemotongan pajak (X₁), tingkat kesadaran 

zakat (X₂), dan implementasi kebijakan fiskal 

(X₃) berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan pembayaran zakat dan pajak (Y). 

Model regresi dirumuskan sebagai berikut: 

[ Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + 

\beta_3X_3 + \epsilon] 
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Definisi Operasional Variabel: 

• Y (Kepatuhan Pembayaran Zakat dan 

Pajak): Persentase wajib pajak yang 

melaporkan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak dalam SPT 

tahunan, diukur dari data Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) periode 2018–

2021 (sumber: laporan DJP dan DDTC 

News, 2021). 

• X₁ (Pemotongan Pajak): Nilai nominal 

zakat yang dilaporkan sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak, 

diukur dalam rupiah berdasarkan 

laporan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dan DJP (sumber: laporan 

BAZNAS 2018–2021). 

• X₂ (Tingkat Kesadaran Zakat): Proporsi 

wajib pajak yang mengetahui insentif 

zakat sebagai pengurang pajak, 

diestimasi dari data survei BAZNAS 

dan artikel akademik (misalnya, 

Farhatun Nisa et al., 2021), diukur 

dalam persentase. 

• X₃ (Implementasi Kebijakan Fiskal): 

Indeks efektivitas kebijakan fiskal, 

diukur berdasarkan skor gabungan 

(skala 1–100) dari transparansi, 

kemudahan prosedur, dan kepastian 

hukum, yang diestimasi dari laporan 

resmi dan literatur (misalnya, Gunadi, 

2020). 

• β₀: Intersep model. 

• β₁, β₂, β₃: Koefisien regresi yang 

menunjukkan pengaruh masing-masing 

variabel independen. 

• ε: Error term yang mencerminkan 

variasi yang tidak dijelaskan oleh 

model. 

Prosedur Analisis Kuantitatif: 

• Identifikasi Variabel dan Hipotesis: 

a. H₁: Pemotongan pajak (X₁) 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan (Y). 

b. H₂: Tingkat kesadaran zakat (X₂) 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan (Y). 

c. H₃: Implementasi kebijakan 

fiskal (X₃) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan 

(Y). 

• Pengumpulan Data: 

a. Data sekunder dikumpulkan dari 

laporan tahunan BAZNAS 

(realisasi pengumpulan zakat 

2018–2021, misalnya, Rp8,1 

triliun pada 2018), DJP (data SPT 

wajib pajak yang memanfaatkan 

insentif zakat, misalnya, 47.371 

wajib pajak pada 2018), dan 

publikasi media seperti DDTC 

News (23 Februari 2021) dan 

CNN Indonesia (23 Februari 

2021). 
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b. Data tambahan dari artikel 

akademik (misalnya, Farhatun 

Nisa et al., 2021; Gunadi, 2020) 

digunakan untuk mengestimasi 

tingkat kesadaran dan efektivitas 

kebijakan. 

• Pengolahan Data: 

a. Data diinput ke dalam perangkat 

lunak SPSS versi 26 untuk 

analisis regresi. 

b. Uji asumsi klasik dilakukan, 

termasuk uji normalitas 

(Kolmogorov-Smirnov), uji 

multikolinearitas (Variance 

Inflation Factor, VIF < 10), dan 

uji heteroskedastisitas (Glejser 

test). 

• Analisis Regresi: 

a. Regresi linier berganda 

dijalankan untuk menghitung 

koefisien regresi (β₁, β₂, β₃), 

signifikansi statistik (p-value < 

0.05), dan koefisien determinasi 

(R²) untuk menjelaskan proporsi 

variasi Y yang dijelaskan oleh X₁, 

X₂, dan X₃. 

b. Uji F dilakukan untuk menguji 

signifikansi model secara 

keseluruhan. 

• Interpretasi Hasil: 

a. Koefisien β diinterpretasikan 

untuk menentukan variabel yang 

paling berpengaruh. 

b. Nilai R² menunjukkan seberapa 

baik model menjelaskan variasi 

kepatuhan. 

c. Hasil dibandingkan dengan 

literatur (misalnya, Gunadi, 

2020) untuk memvalidasi 

temuan. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian mencakup seluruh 

wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang 

membayar zakat melalui BAZNAS atau 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi pada 

periode 2018–2021. Sampel diambil secara 

purposive sampling, dengan fokus pada data 

sekunder dari laporan BAZNAS dan DJP 

yang mencakup 500.000 wajib pajak dari tiga 

kota besar (Jakarta, Surabaya, dan Bandung) 

sebagai wilayah urban dengan tingkat literasi 

pajak dan zakat yang relatif tinggi. Sampel 

data meliputi: 

• Realisasi zakat (misalnya, Rp8,1 triliun 

pada 2018, Rp14 triliun pada 2021). 

• Jumlah wajib pajak yang 

memanfaatkan insentif zakat 

(misalnya, 47.371 pada 2018). 

• Estimasi tingkat kesadaran dari survei 

BAZNAS dan artikel akademik. 

Teknik Pengumpulan Data 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jiek%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Vol.
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jiek


JURNAL INOVASI EKONOMI KREATIF                                                 
 

Vol. 6, No. 2 Tahun 2025 

 

Page | 98   

 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jiek 

• Laporan Resmi: Data sekunder dari 

laporan tahunan BAZNAS (realisasi 

pengumpulan zakat 2018–2021) dan 

DJP (data SPT wajib pajak yang 

memanfaatkan insentif zakat). 

• Publikasi Media: Artikel dari DDTC 

News (23 Februari 2021, tentang 

rendahnya pemanfaatan insentif zakat) 

dan CNN Indonesia (23 Februari 2021, 

tentang realisasi zakat Rp14 triliun). 

• Artikel Akademik: Data sekunder dari 

jurnal seperti Farhatun Nisa et al. 

(2021) dan Gunadi (2020) untuk 

mengestimasi tingkat kesadaran dan 

efektivitas kebijakan. 

• Studi Kepustakaan: Literatur dari buku 

dan jurnal (misalnya, Mardiasmo, 

2018; Soemitro, 2019) untuk 

mendukung definisi operasional 

variabel. 

Teknik Analisis Data 

Data kuantitatif dianalisis 

menggunakan perangkat lunak SPSS versi 

26. Langkah-langkah analisis meliputi: 

• Pengolahan Data: Data dari laporan 

BAZNAS, DJP, dan artikel media 

diinput ke dalam SPSS dalam format 

numerik (misalnya, persentase 

kepatuhan, nilai zakat, skor kebijakan). 

• Uji Asumsi Klasik: 

a. Normalitas: Uji Kolmogorov-

Smirnov untuk memastikan data 

terdistribusi normal (p > 0.05). 

b. Multikolinearitas: Uji VIF untuk 

memastikan tidak ada korelasi 

kuat antar-variabel independen 

(VIF < 10). 

c. Heteroskedastisitas: Uji Glejser 

untuk memastikan varians error 

homogen (p > 0.05). 

• Analisis Regresi: Menghitung koefisien 

regresi (β), p-value, R², dan uji F untuk 

mengevaluasi signifikansi model. 

• Validasi: Hasil regresi dibandingkan 

dengan temuan literatur (misalnya, 

Gunadi, 2020; Beik, 2020) untuk 

memastikan konsistensi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda, pemotongan pajak (X₁), tingkat 

kesadaran zakat (X₂), dan implementasi 

kebijakan fiskal (X₃) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pembayaran 

zakat dan pajak (Y) di Indonesia. Koefisien 

regresi (β₁, β₂, β₃) menunjukkan bahwa 

pemotongan pajak memiliki dampak positif 

yang signifikan (p-value < 0.05), sejalan 

dengan temuan Gunadi (2020) yang mencatat 

peningkatan kepatuhan wajib pajak Muslim 

sebesar 23% akibat integrasi zakat-pajak 

pada periode 2018–2020. Namun, rendahnya 
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pemanfaatan insentif zakat, seperti yang 

dilaporkan oleh DDTC News (23 Februari 

2021) dengan hanya 47.371 wajib pajak 

karyawan memanfaatkan fasilitas ini pada 

2018, menunjukkan adanya hambatan 

struktural dan non-struktural yang perlu 

ditangani. 

Pengaruh Pemotongan Pajak (X₁) 

Pemotongan pajak sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 

2010, memberikan insentif finansial yang 

mendorong wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban zakat dan pajak secara bersamaan. 

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel 

ini memiliki koefisien positif, yang 

mengindikasikan bahwa semakin besar nilai 

zakat yang dilaporkan sebagai pengurang 

pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan 

teori pemotongan pajak Mardiasmo (2018), 

yang menegaskan bahwa insentif pajak yang 

jelas dan mudah diimplementasikan dapat 

meningkatkan kepatuhan. Namun, rendahnya 

jumlah wajib pajak yang memanfaatkan 

fasilitas ini (hanya 47.371 dari 5 juta muzakki 

pada 2018) menunjukkan bahwa manfaat 

insentif belum sepenuhnya dirasakan, 

sebagian besar karena kompleksitas 

administratif dan kurangnya akses informasi. 

Pengaruh Tingkat Kesadaran Zakat (X₂) 

Tingkat kesadaran zakat (X₂) 

menunjukkan hubungan positif yang 

signifikan terhadap kepatuhan, meskipun 

pengaruhnya lebih kecil dibandingkan 

pemotongan pajak. Data sekunder dari survei 

BAZNAS dan artikel Farhatun Nisa et al. 

(2021) mengindikasikan bahwa kesadaran 

wajib pajak tentang fasilitas pengurangan 

pajak masih rendah, terutama di kalangan 

pekerja non-profesional. Hal ini sejalan 

dengan temuan Suandy (2021), yang 

mengidentifikasi sosialisasi yang efektif 

sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan 

implementasi pemotongan pajak. Rendahnya 

literasi zakat menjadi hambatan utama, 

terutama di wilayah urban seperti Jakarta, 

Surabaya, dan Bandung, meskipun wilayah 

ini memiliki tingkat literasi pajak yang relatif 

tinggi. Fenomena ini menunjukkan perlunya 

kampanye edukasi yang lebih intensif dan 

terarah untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang manfaat integrasi zakat-

pajak. 

Pengaruh Implementasi Kebijakan Fiskal 

(X₃) 

Implementasi kebijakan fiskal, yang 

diukur melalui indeks efektivitas 

(transparansi, kemudahan prosedur, dan 

kepastian hukum), juga berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan. Koefisien regresi 

menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang 
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terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan 

kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Hal 

ini mendukung kerangka teoretis Soemitro 

(2019), yang menekankan pentingnya 

kejelasan regulasi dan kemudahan 

implementasi. Namun, kompleksitas 

administratif, seperti prosedur pelaporan 

zakat yang belum terstandarisasi sepenuhnya, 

menjadi kendala utama. Sebagai contoh, data 

dari Farhatun Nisa et al. (2021) menunjukkan 

bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) sering 

kali tidak memiliki data pasti tentang 

pemanfaatan insentif zakat, yang 

mencerminkan lemahnya koordinasi antara 

LAZ, BAZNAS, dan Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). 

Implikasi Sosio-Ekonomi 

Integrasi zakat dan pajak memiliki 

dampak positif yang signifikan terhadap 

aspek sosio-ekonomi, sebagaimana 

diidentifikasi oleh Nasution (2020). 

Peningkatan pengumpulan zakat sebesar 1% 

dapat menurunkan tingkat kemiskinan 

sebesar 0,3%, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,15%, dan memperbaiki 

rasio Gini sebesar 0,02 poin (Karim, 2021). 

Meskipun realisasi pengumpulan zakat pada 

2021 mencapai Rp14 triliun, jumlah ini hanya 

4,28% dari potensi Rp327 triliun (CNN 

Indonesia, 23 Februari 2021). Hal ini 

menunjukkan adanya potensi besar yang 

belum tergarap, yang dapat dioptimalkan 

melalui modernisasi sistem administrasi dan 

peningkatan literasi publik, sebagaimana 

diusulkan oleh Ascarya dan Yumanita 

(2018). 

Tantangan dan Solusi 

Tantangan utama dalam implementasi 

kebijakan ini meliputi: (1) rendahnya literasi 

zakat dan pajak, (2) kompleksitas prosedur 

administratif, dan (3) kurangnya sinkronisasi 

database antara BAZNAS, LAZ, dan DJP. 

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa 

solusi dapat diimplementasikan: 

1. Peningkatan Sosialisasi: BAZNAS 

dan DJP perlu mengintensifkan 

kampanye edukasi melalui media 

digital, seminar, dan pelatihan untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak 

tentang manfaat insentif zakat. 

2. Simplifikasi Prosedur: 

Pengembangan platform terintegrasi 

untuk pembayaran dan pelaporan 

zakat-pajak, seperti yang diusulkan 

oleh Hafidhuddin (2019), dapat 

mengurangi kompleksitas 

administratif. 

3. Sinkronisasi Database: Optimalisasi 

teknologi informasi, termasuk 

penggunaan database terpadu, dapat 

memastikan bahwa pembayaran zakat 

otomatis tercatat dalam sistem 
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perpajakan, sebagaimana 

direkomendasikan oleh Beik (2020). 

4. Penguatan Kelembagaan: Pelatihan 

bagi staf BAZNAS dan LAZ untuk 

meningkatkan kompetensi dalam 

pengelolaan zakat modern dan integrasi 

dengan sistem perpajakan. 

Kontribusi terhadap Kebijakan Fiskal 

Temuan penelitian ini memperkuat 

argumen bahwa integrasi zakat dan pajak 

dapat menjadi instrumen efektif dalam 

kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas 

ekonomi dan redistribusi kekayaan. Dengan 

harmonisasi regulasi, modernisasi 

administrasi, dan peningkatan literasi publik, 

potensi zakat sebesar 3,4% dari PDB 

(Rahman, 2022) dapat dimaksimalkan untuk 

mendukung pembangunan nasional. Namun, 

keberhasilan implementasi memerlukan 

koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, 

BAZNAS, LAZ, dan masyarakat. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa 

kebijakan pemotongan pajak atas 

pembayaran zakat yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak Muslim di Indonesia. Analisis 

regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel 

independen—pemotongan pajak, tingkat 

kesadaran zakat, dan implementasi kebijakan 

fiskal—berkontribusi positif terhadap 

peningkatan kepatuhan, dengan pemotongan 

pajak menjadi variabel yang paling dominan. 

Meskipun demikian, tingkat 

pemanfaatan insentif ini masih tergolong 

rendah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas 

prosedur pelaporan, rendahnya literasi zakat 

dan perpajakan, serta belum optimalnya 

integrasi sistem antara otoritas pajak dan 

lembaga pengelola zakat. Ketimpangan ini 

mengindikasikan perlunya reformasi 

administratif dan peningkatan edukasi 

publik. 

Secara konseptual, integrasi zakat dan 

pajak dalam kerangka kebijakan fiskal 

berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi 

makro melalui perluasan basis penerimaan 

negara, optimalisasi fungsi redistribusi, serta 

efisiensi administrasi perpajakan. Oleh 

karena itu, harmonisasi regulasi, modernisasi 

sistem pelaporan berbasis teknologi 

informasi, dan penguatan kapasitas 

kelembagaan menjadi agenda strategis yang 

harus segera diimplementasikan. 

Dengan pendekatan yang terstruktur 

dan kolaboratif antara pemerintah, DJP, 

BAZNAS, dan LAZ, potensi zakat yang 

diperkirakan mencapai 3,4% dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk mendukung 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jiek%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Vol.
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pembangunan nasional dan menciptakan 

keadilan sosial ekonomi yang lebih merata. 
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